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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Korupsi adalah perbuatan kotor yang dilakukan orang yang menggunakan 

atau menyalahgunakan kekuasaan yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu 

demi kepentingan pribadi. Korupsi bisa menimpa siapa saja kapan saja. Fenomena 

ini sangat mengkhawatirkan dan dapat menimbulkan masalah yang serius karena 

dapat membahayakan stabilitas jaminan sosial, pembangunan ekonomi dan sosial-

politik.1 

Kasus korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks di indonesia. 

Bahkan, korupsi sudah menjadi kejadian sehari - hari yang harus diselesaikan. 

Setiap tahunnya pasti ada saja kasus korupsi yang ditemukan.  

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menguraikan 

kilas balik mengenai permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia. Bersumber 

hasil rekapitulasi sepanjang periode 2004 hingga 2019, Operasi Tangkap Tangan 

(OTT) yang telah dilakukan oleh KPK mengapai 128 kasus dan terdapat 10 daerah 

yang menjadi wilayah daerah paling banyak ditemukannya kasus korupsi. Hasilnya, 

 
1Anti Corruption Clearing House. “Modul Materi TINDAK PIDANA KORUPSI”. Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Https://Aclc.Kpk.Go.Id/Materi/Berpikir-Kritis-Terhadap-

Korupsi/Buku/Modul-Materi-Tindak-Pidana-Korupsi. Diakses 29 Desember 2022. 

https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi
https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi
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pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah paling 

tertinggi ditemukannya kasus korupsi. 

Gambar 1.1 

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi 

Pengertian korupsi telah diangkat menurut berbagai para ahli dan peraturan 

perundang – undangan di indonesia, karena definisi korupsi pada dasarnya berbeda 

– beda dari satu negara ke negara lain: 

Dalam UU No. 31 Tahun 1999, korupsi meruapakan suatu aksi melawan 

hukum dengan itikad memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat 

merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.2 

Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah sesuatu tingkah laku yang 

menyimpang dari tugas – tugas formal dari sesuatu jabatan negara sebab status 

keuntungan atau uang yang menyangkut individu (perorangan, keluarga dekat, 

kelompok sendiri) atau melanggar atauran – aturan pelaksanaan beberapah tingkah 

laku individu. 3 

 
2 Laksamana, G, Dampak Masif Korupsi, (Jakarta: Sekjen Kemenristek DIKTI, 2018), hlm. 

152. 

3 Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm 23. 
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Menurut Jeremy Pope, korupsi mencakup sikap dipihak para pejabat zona 

publik, baik politisi ataupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak normal dan 

tidak legal memperkaya diri sendiri ataupun orang yang dekat dengan mereka 

dengan meyalahgunakan kekuasaan yang dipercaya kepada mereka. 4 

Menurut M. Mc. Mullan, seseorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor 

jika dia menerima uang yang disrasakan sebagai dorongan buat melakukan suatu 

yang dia bisa jalani dalam tugas jabatannya padahal ia sepanjang menjalankan 

tugasnya sepatutnya tidak boleh berbuat demikian. Atau bisa berarti melaksanakan 

kebijaksanaanya secara legal untuk alasan yang tidak benar dan serta bisa 

merugikan kepentingan umum. Yang menyalahkan kewenangan serta kekuasaan.5 

Ada banyak Jenis Tindak Pidana Korupsi di indonesia yang disebutkan 

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yakni:6 

1. Kerugian Keuangan Negara 

2. Suap Menyuap 

3. Perbuatan Curang 

4. Penggelapan Dalam Jabatan 

5. Pemerasan 

6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan 

7. Gratifikasi.  

 
4 Hermien H.K, Korupsi Di Indonesia: Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 34. 

5 Baharudin Lopa, Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum, Ctk. Pertama, (Jakarta: PT. 

Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 20. 

6 Indonesia, Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 Jo. Undang - 

Undang No 20 Tahun 2001. 
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Korupsi merupakan suatu penyakit sosial yang sama dengan jenis penyakit 

sosial lain seperti pencurian, dan sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. 

sudah banyak kasus korupsi di indonesia, namun jika kita lihat sekarang, 

pemerintah juga telah banyak melakukan upaya memberantas tindak pidana korupsi 

tersebut, salah satunya adalah tindak pidana korupsi pada delik gratifikasi.7 

Penjelasan gratifikasi yang terdapat dalam Pasal 12 B Undang – Undang 

Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: 8 

“Yang dimaksud dengan “gartifikasi” adalah Pemberian Dalam Arti 

Luas, Yakni Meliputi Pemberian Uang, Barang, Rabat (Discount), 

Komisi, Pinjaman Tanpa Bunga, Tiket Perjalanan, Fasilitas 

Penginapan, Perjalanan Wisata, Pengobatan Cuma-Cuma, Dan Fasilitas 

Lainnya. Gratifikasi Tersebut Baik Yang Diterima Didalam Negeri 

Maupun di Luar Negeri Dan Yang Dilakukan Dengan Menggunakan 

Sarana Elektronik Atau Tanpa Sarana Elektronik”. 

Pada tindak pidana korupsi pada delik gratifikasi, salah satu contoh kasus 

yang pernah terjadi di indonesia adalah kasus penerimaan gratifikasi tahun 2014 

oleh Akil mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi indoenesia pada saat itu. Akil 

Mukhtar sebagai terdakwa dalam kasus tersebut dijatuhi hukuman seumur hidup.9 

Dalanm penelitian ini penulis didukung oleh dua putusan untuk membantu 

penulis dalam memecahkan rumusan masaiah. Dua putusan tersebut yakni putusan 

 
7 Puspitasari, Ikka, Devintawati, Erdiana. “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam 

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum (2018), hlm. 237-254. 

8 Ibid 

9BBC NEWS INDONESIA. “Akil Mochtar Divonis Hukuman Seumur 

Hidup”Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Berita_Indonesia/2014/06/140630_Vonis_Akil_Muchtar

. Di Akses Pada 7 Desember 2022. 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar
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kasus Suhandy Selaku Direktur Utama PT Selaras Simpati Nusantara dan kasus 

Syafrizal Selaku Direktur Utama PT Harry Putra Utama. Putusan suhandy ini 

dengan nomor: 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Plg dan putusan syafrizal dengan 

Putusan No.21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg telah dinyatkan sah. 

 Kasus yang penulis angkat termasuk kedalam kategori gratifikasi, dimana 

kedua pelaku terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan memberi gratifikasi 

terhadap Pejabat Negara/PNS. Adapun pihak yang terlibat kasus tersebut yaitu 

Direktur salah satu PT yang ada di sumatera selatan dan bupati serta beberapa 

pejabat yang ada di lingkungan daerah Muba. Dalam kasus ini Suhandy terbukti 

melakukan penyuapan berupa gratifikasi senilai Rp 4,4 Miliar kepada beberapa 

pejabat di Dinas PUPR Muba, termasuk kepada Bupati Muba. Atas perbuatannya 

tersebut majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman 

penjara 2 tahun 4 bulan dan denda Rp. 150 juta dengan subsider 4 bulan kurungan 

Putusan No. 65/Pid.Sus TPK/2021/PN. Plg. Adapun, di kasus yang sama tetapi 

beda daerah pihak yang terlibat adalah Direktur Utama PT Harry Putra Utama Yang 

Dinyatakan Terbukti Melakukan Gratifikasi Penyuapan Senilai RP. 20 Juta 

Terhadap Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan 

Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Terkait Pekerjaan Pengembangan Proyek 

Pasar Koto Baru. Atas Perbuatan Tersebut Hakim Menjatuhkan Hukuman melalui 

putusan No.21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg dengan Pidana 10 bulan Penjara 

Dan Membayar Denda Sebesar Rp.50 Juta Terhadap Direktur Utama PT Harry 

Utama. 
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Berdasarkan dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

KORUPSI PADA DELIK GRATIFIKASI (Studi Putusan No 65/Pid. Sus-

TPK/2021/PN. Plg) dan (No. 21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulisan proposal skripsi ini, maka penulis 

membahas beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan penulisan proposal 

ini. adapun perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

No.65/Pid.Sus TPK/2021/PN. Plg Dan No.21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. 

Pdg Pada Kasus Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana 

Korupsi Gratifikasi Pada Putusan No.65/Pid.Sus TPK/2021/PN. Plg Dan 

No.21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah sehingga penelitian 

dapat lebih fokus untuk menyajikan sebuah data informasi dengan akurat dan dapat 

bermanfaat bagi semua orang10. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan hukum 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

 
10Alfianikan N, Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), hlm 121. 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis, dasar Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan (No. 65/Pid.Sus 

Tpk/2021/Pn. Plg) dan (Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg) 

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Bentuk Gratifikasi 

di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis, sistem pertanggungjawaban 

tersangka terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi ditinjau dari 

ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Gratifikasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

signifikan Terutama bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang studi ilmu 

hukum. Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1) Manfaat teoritis 

a) Diharapkan dapat memberikan beberapa pemikiran saran Penelitian 

hukum umum dan pengembangan hukum pidana Secara khususnya. 

b) Diharapkan dapat menambah referensih dan ilmu bagi penelitian 

selanjutnya 

2) Manfaat praktis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, 

sehingga dapat membantu dan memberikan tambahan pengetahuan kepada pihak 

– pihak terkait dengan permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini. 
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E. Ruang lingkup  

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini, hal ini di buat 

agar dapat menghindari terjadinya perluasan arah, keraguan, ataupun hal yang dapat 

menyimpang dari penulisan ini. maka dari itu penulis hanya membahas 

Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawaban Pidana yang digunakan penulis 

merujuk pada 2 putusan yakni (No. 65/Pid.Sus Tpk/2021/Pn. Plg) dan (Nomor 

77/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mdn) apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 

20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gratifikasi. 

F. Kerangka teori 

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim 

Menurut Sudikno Mertokusumon adalah, putusan yang meliputi ira – ira 

putusan, pertimbangan Hakim dan amar putusan. Agar pertimbangan tersebut 

dianggap sebagai dasar putusan hakim untuk menjatuhkan suatu nestapa, maka 

alasan- alasan yang signifikan dan jelas terhadap pengujian tersebut harus 

dipandang objektif dan berwibawa sebagai dasar putusan hakim. 

 Menurut sudarto, hakim mengeluarkan beberapa putusan yang berbunyi 

sebagai berikut:11 

a) Keputusan menyangkut peristiwa, berkaitan dengan tindakan terdakwa, 

b) Keputusan menyangkut hukuman, berkaitan dengan tindakpidana dan 

pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan 

 
11 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Libery, 2005), 

hlm. 22. 
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c)  Keputusan yang menyangkut pidana nya, berkaitan dengan dapat/tidaknya 

pidana dijatuhkan. 

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, hakim hanya dapat menjatuhkan 

hukuman kepada seseorang jika terdapat sekurang - kurangnya minimal dua alat 

bukti yang sah, dan benar terdakwa yang diyakini bersalah melakukannya. Tidak 

ada yang menghalangi proses hukum dan menimbulkan kerugian baik dalam 

penangkapan maupun pembuktian kejahatan.12 Menurut pasal 184 KUHAP ialah 

keterangan ahli, surat, petunjuk, pernyataan keterangan terdakwa dianggap sebagai 

alat bukti. Selain itu pula dalam proses persidangan hakim dapat menggunakan 

landasan yuridis dan fakta dalam persidangan, maupun landasan non yuridis dalam 

putusannya. 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungiawaban pidana adalah suatu tanggungjawab seseorang atas 

kejahatan yang telah dilakukannya. Beban tanggungjawab akan diberikan pada 

pelaku pelanggar tindak pidana yang menjadi alasan dljatuhkannya sanksi pidana. 

Sifat tanggungjawab akan dimiliki oleh seseorang apabila suatu perbuatan yang 

dilakukan bertentangan dengan hukum. Pertanggungiawaban pidana, menurut 

Rocslan Salch, adalah sebuah kelanjutan objektif dari pelanggaran yang sudah ada 

sebelumnya karena perbuatannya telah memenuhi syarat subjektif.13 Yang mana 

dalam hal ini berarti perbuatan yang dilarang itu melanggar hukum formil dan 

 
12 Isma Nurillah, Dan Nashriana, “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian 

Uang”. Jurnal Simbur Cahaya (Desember 2019). hlm. 213. 

13 Roeslan Saleh, Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cet 1 (Jakarta, 

Ghalia, 1982), hlm. 33. 
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materil. Agar seseorang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi: 

a) Adanya suatu tindak pidana 

b) Kesalahan  

c) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab 

d) Tidak ada alasan pemaaf 

Konsep pertanggungiawaban pidana tidak hanya sebatas membahas hukum, tetapi 

juga mengandung nilai-nilai etika dan kesopanan yang dijunjung tinggi dalam suatu 

kelompok masyarakat. Untuk memenuhi rasa keadilan terdapat dua istilah yang 

berterkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana. yakni liability dan 

responsibility. Konsep liability merujuk pada pertanggungjwaban hukum yang 

dilakukan oleh sebjek hukum sedangkan responbility merujuk pada 

pertanggungjawaban politik. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan kegiatan dan dilakukan untuk memecahkan isu 

masalah hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan 

kemampuan untuk mengidentifikasi suatu masalahan hukum yang ada, melakukan 

penalaran argumentasi hukum yang ada, dan kemudian memberikan solusi atas 

masalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, 

yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan dokumen kepustakaan atau data 
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sekunder yang meliputi dokumen dari bahan hukum primer, dokumen bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Peter marzuki berpendapat bahwa penelitian 

normatif merupaakan penelitian yang berkaitan dengan studi hukum (legal 

research).14 Penelitian hukum yuridis normatif ini dapat dilakukan dengan melihat 

suatu masalah yang timbuk dari analisis hukum tertulis dalam berbagai aspek, yaitu 

aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan 

objek, konsistensi, interpensi umum pasal dari setiap pasal, formalitas dan kekuatan 

hukum yang mengikat, serta bahasa hukum yang digunakan.15 Penelitian hukum 

yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan untuk 

mengumpulkan informasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanyaan 

yang diteliti dan untuk menemukan jawabannya.  

a. Pendekatan perundang – undangan (statute approuch) 

Yaitu yang dilakukan dengan menelah seluruh peraturan perundang – 

undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang diteliti.16 Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang 

– undangan. Aturan hukum menjadi fokus dan tema sentral penelitian, 

 
14 Peter Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina, 2013), 

hlm. 55-56. 

15 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cet 1 (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm.102. 

16 Peter Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133. 
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sehingga diperlukan pemahaman terkait dengan hirerki dan asas – 

asas peraturan perundang – undangan; 

b. pendekatan kasus (case approuch) 

pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui penerapan – penerapan 

norma maupun kaidah dalam praktik berjalannnya hukum yang 

diterapkan dalam kasus – kasus yang telah diputus oleh hakim 

berdasarkan putusan (No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg) dan (No. 

21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Pdg) 

c. pendekatan komparatif (comparative approuch).  

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan peraturan 

hukum maupun putusan pengadilan yang dilakukan untuk 

mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara putusan tersebut. 

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan dokumen bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

sekunder adalah bahan hukum yang terbagi menjadi tiga jenis bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penjelasan dari masing 

– masing dokumen hukum adalah sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

c) Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi; 
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d) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang – Undang No 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

e) Putusan Nomor (65/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Plg) 

f) Putusan Nomor (No. 21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg) 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekuder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami 

bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan 

pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Yakni bahan hukum yang melengkapi dari bahan hukum primer dan 

sekunder, yang digunakan penulis dalam bahan hukum tersier meliputi 

pencarian bahan di internet, dengan penegasan menggunakan studi 

putusan (No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg) dan (No. 21/Pid.Sus-

Tpk/2019/PN.Pdg) 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam 

penelitian hukum ini, maka Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan 

mempelajari peraturan perundang – undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, 

literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
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5.  Analisis Bahan Hukum 

Teknik yang di gunakan adalah menggunakan teknik penelitian kepustakaan, 

dengan teknik studi kepustakaan yaitu lebih kepada hal yang berhubungan dengan 

penulisan ini, dan dikumpulkan melalaui Peraturan Perundang-Undangan, buku-

buku ilmu hukum, kamus hukum, dan jurnal khusus mengenai tindak pidana 

korupsi pada bentuk gratifikasi 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dari penelitian merupakan proses penjabaran dari hasil 

– hasil yang telah didapatkan dari penelitian. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, 

penulis akan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, artinya 

pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang sifatnya khusus sehingga mencapai 

tujuan yang di inginkan.17 Yang artinya bahwa teknik penarikan kesimpulan 

deduktif proses menjadikan pikiran secara umum yang dirincikan menajdi suatu 

kesimpulan khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), hlm. 18. 
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